
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA SALINAN

KEPUTUSAIT KOMISI PEItrILIIIAII I'MUM

KABUPATEN BIORA

IYOilOR | 7 t I PLU\. S-Kpt/ 3g16 I IfrI,iU -Idalb I x I 2o/2O

TTNTAITG

PERI'BAIIAIT ATAS I(EPUTUSAIT KOUISI PEilILIHAIT IIMUM

KABITPATEN BLORA NOMOR 62 I ?L.Oz. S-Kpt/ 33 I 6 / I(PU -lle;b I fg 2O2O

TEITTAITG PEDOUAIT TEITIIS DAITA KATPAIYY:E PESERTA PETILIHAIY

BI'PATI DAN VAIIIL BI'PATI BIORA TAIII'il 2o,2O

KETUA KOTIISI PEMILIIIAN UMII}I KABUPATEII BLORA,

Menimbaag : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2OI7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2O tentang

Pembahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil

Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O.

gsngrngat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 8, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahvn 2O2O Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L82, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lO9);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun

2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22Tahun2OO8;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan

Umum/ Komisi Independen pemilihan Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1911);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2OL7 tentartg Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 827), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2Ol7 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1067);

9. Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor 5 Tahun
2077 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor g2g),

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
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Nomor 5 Tahun 2Ot7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1059);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Benta Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O5)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2O2O tentang Perubahan (6tiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 615);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 3rlPP.01.2-Kptl3316/KpU-Kab/rxl2OL9
tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Tahun 2O2O, sebagaimana diubah
terakhir dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Blora Nomor 42 lPP.Ot.2-Kpt/3316/KpU-
Kab/Vl /2O2O tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 31/PP.01.2-Kptl9316/KpU-Kabltxl2OLg
tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O;

13. Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 59/PL.o2.2-Kpt/33t6l@U-Kab/txl2o2o
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(Covid-l9) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2O2O;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 6tlPL.O2.4-Kpt/3316/KPU-KabltXl2O2o

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2O2O;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 63/PL.O2.3/Kptl33L6/t<PU-Kabltxl2O2O

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2020;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 64/PL.O2.3lKpt/3:16/t<pU-KablIX/2o2O

tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2020.

Memerhatltan : Berita Acara Rapat pleno Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Blora tanggal S Oktober 2020.

Menetaptan XEPUTUSAI| KOuIAI PEilILIHAN I'U['U KAAN'PATEIT

BIORA TEI{TAITG PERT'BAHAIT ATAS XIPUTUSAN
KOUISI PEUILIHAIT I'UUU I{ABT'PATEN BLORA
ITOUOR 62IPL.0f2.S-Ir9I/O916/XPU-$^bIIXJ2O2O
TEI{TAITG PIIX)TAIT TEXIUS DAIIA I(ATPAIVYE
PEAERTA PF,IILIHAIT BI'PATI DAIT WAIIIL BT'PATI

MEMUTUSI(AN:
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I(ESATU

KEDUA

KErIGA

BLORA TAIIUIT 2O2O

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Nomor 621PL.O2.5-

Kpt/ 3376/l<PU-Kab/lXl2O2O tentang Pedoman Teknis

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam

L,ampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Dana

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 5 Oktober 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SI PEMILIHAN UMUM

N BLORA
Hukum

IN

SE

$['itRtTARI}[
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I,AMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NoMOR : 7 1 / PL.O2.5-Kpt/33 16lKPU-Kab I xl 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BI'RA NOMOR

62 / PL.o2.5-Kpt/33 16/KPU-Kab ltxl 2o2O TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

PEIX)TAIT TEIII|IS DAI|A XAilPAITYE

PESERfA PETILIIIAT BIIPATI DAff WAIIIL BI'PATI BIPRA

TAHT'N 2O2O
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PEIX'TAIT TErIIIS DANA IiAUPAITYE

PESERTA PEuIIJHAI| BT'PATI DAI{ ITAISL BI'PATI BIORA

TAIII'N 2(ylo

A.

B. PEI|GERTIAN I'UUil
Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 selanjutnya disebut

Pilbup Blora 2O2O adalah pelaksanaan kedaulatan ralryat di wilayah

Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung

dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Blora yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup

Blora2O2O.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lemboga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagailp112 dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan

BAB I
PEITI'AHIILUAI|

PII{DAIIT'LUAIT

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 202O

adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan

Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan

Bupati dan wakil Bupati Blora Tahun 2020. untuk menjaga akuntabilitas dan

keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh Pasangan Calon

dan/ atau Tim Kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan l,aporan

dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2020;

2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan

mempertanggungiawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

3. Menjadi acuan bag' Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit

kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang'

4. Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut

KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umuln, yang diberikan tugas dan wewenang

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pilbup Blora 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang.

6. Partai Politik adalah orgnisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga Indoesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik

nasional atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik

Nasional dan Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahm yang secara bersama-sama

bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan

untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program

Calon Bupati dan Wakil Bupati.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang

digunakan Pasangan Calon dan/ atau Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan

Kampanye Pemilihan.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung

penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening

Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya

dipergu.nakan untuk kebutuhan kampanye.
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11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat I-ADK, adalah

pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal

atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran

yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan

yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat

LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang

diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU

Kabupaten.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya

disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye.

14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari I-ADK, LPSDK,

dan LPPDK.

15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan

untuk keperluan audit.

l6.Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah

memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan mengenai Akuntan Publik'

17. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha

yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan

mendapatkan bin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

mengatur mengenai Akuntan Publik.

18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas

Penghubung adalah orang yErng diberikan mandat oleh Pasangan Calon

sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten dalam

kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan

kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

19. Hari adalah hari kalender.

C. PRIITSP PEITYELEI{CIGARA PEUILIHAII

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan

berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

l. Mandiri;

2. Jujur;
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3. Adil;

4. Kepastian Hukum;

5. Tertib;

6. Kepentingan Umum;

7. Keterbukaan;

8. Proporsionalitas;

9. Profesionalitas;

1O. Akuntabilitas;

1 1. Efisiensi;

12. Efektivitas; dan

13. Aksesibilitas.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



BAB II
DAI|A KATPAITYE

A. SIIMBER, BEITTI'K DAI| PEUBATASAN PEMBIAYAAIT KA.UPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul;

dan/atau

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dari harta kekayaan

pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yalg mengusulkan Pasangan Calon.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; dan/atau
c. badan hukum swasta.

6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga

Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau

anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.

7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak
pidana, dan bersifat tidak mengikat.

8. Dana Kampanye dapat berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

9. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara

tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui
transaksi perbankal.
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10. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau

benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga

pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/ peke{ aan yang

ditakukan pihak lain yang manfaatnya dinikrnati oleh Pasangan Calon

sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga

pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima'

12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/ atau jasa dicatat berdasarkan

harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

13. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik nilainya paling banyak Rp. 75O.OOO.0OO,0O (Tujuh ratus lima puluh

juta rupiah) selama masa Kampanye.

14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan

nilainya paling banyak Rp. 75.OOO.OOO,OO (tujuh puluh lima juta rupiah)

selama masa Kampanye.

15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok

danlatau badan hukum nilainya paling banyak Rp. 75O.OOO.OOO'OO (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik,

Pihak lain Perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum

bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang,

barang dan/ atau jasa yang diterima dari Partai Politik dari pihak lain.

18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas

penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1) nama Partai Politik;

2) alamat Partai Politik;

3) nomor akte pendirian Partai Politik

4) Nomor Pokok Wajib Pajak;

5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

7) jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana; dan
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9) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyrmbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindat< pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. perseorangan:

1) nama;

2l tempatltarrggal lahir dan umur;

3) alamat penyumbang;

4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5) nomor Identitas;

6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;

7) pekerjaan;

8) alamat pekerjaan;

9) jumlah sumbangan;

1O) asal perolehan dana; dan

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. kelompok :

1) nama kelompok;

2l alamatkelompok;

3) nomor akta pendirian kelompok;

4) nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat

keterangan terdaftar;

5) nomor identitas pimpinan kelompok;

6) nomor telepon/ telepon genggam (aktif);

7) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok,

apabila ada;

8) nama dan alamat pimpinan kelompok;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana;

1 1) pernyataan penyumbang bahwa:

a). penyumbang tidak menunggak pajak;
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b). penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c). dana tidak berasal dari tindak pidana;

d). sumbangan bersifat tidak mengikat.

d. badan usaha swasta:

1) nama badan usaha swasta;

2l alamat badan usaha swasta;

3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;

4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;

5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;

6) nomor telepon/telepon gengam direksi/atau pimpinan badan hukum

swasta;

7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8) jumlah sumbangan;

9) asal perolehan dana; dan

1O) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

19. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada

angka 18 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.

20. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam

bentuk uang, barang, dan/ atau jasa merupakan kelompok berbadan

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Kelompok yang memberikan sumbangan dibuktikan dengan :

a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau

b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang

terdaftar, dari :

1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri Sagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup
nasional;
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2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup

provinsi; atau

3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki

lingkup kabupaten/ kota

22. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan

akte pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusam pengesahan

pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

23. Penerimaan sumbangan Dana kampanye yang dilakukan dengan cara

memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai

identitas penyumbang.

24. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang

bersangkutan.

25. Sumbangan Dana Kampanye sslagaiman4 dimaksud pada angka 17 yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat
pernyataan penyumbang.

26. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan

melebihi ketentuan :

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;

d. wqjib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud

dalam huruf c kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya,
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye beral<hir.

27. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan kepada

kas Negara.

28. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar

harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

29. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan
yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

3O. Uang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan/atau
Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain,
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diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya

berpedoman pada Keputusan ini.

B. PEUBATASAIT DAITA KAilPAIYYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

dengan memperhitungkan metode I(ampanye, junlah kegiatan Kampanye,

perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan

Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geogralis,

logistik, dan manqjemen Kampanye/ konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya

daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar

biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya

daerah;

d. pembuatan bahan kampanye - junlah kegiatan x (3Oo/o (tiga puluh
persen) x jumlah pemilih) x Rp6O.OOO,OO (enam puluh ribu rupiah);

e. j asa manajemen/ konsultan;

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang
jumlahnya berpedoman pada Kabupaten; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang
jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten.

3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KpU

Kabupaten berkoordinasi dengan :

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Potitik yang mengusulkan

Pasangan calon; dan/ atau

c. Petugas Penghubung,

untuk mendapatkan masukan.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KpU Kabupaten dengan
memerhatikan rapat koordinasi.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



C. RTXTIIII|G XIIUSUS DAJIA I(ATPAITYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank

Umum.

2. RKDK untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai

politik dibuka pada Bank Umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2
dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus

dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3

dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang

menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik untuk menandatangani spesimen RKDK.

6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka f dibuka pada bank umum oleh

Pasangan Calon perseorangan.

7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka atas nama

Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan
bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.

8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan paling lambat I (satu) Hari setelah penetapan

Pasangan Calon.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan

Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat dan melaporkan hanya

1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.

10. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik
dan/atau dilakukan pengsantian.

11. Salinan RKDK dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 9
menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LppDK.
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12. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib

menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Kabupaten.

13. Surat penunjukan pengelola RKDK disampaikan saat penyampaian LADK.

14. Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 12

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan wqiib menutup RKDK pada bank

umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

16. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dibuktikan dengan surat
pernyataan dari bank umum.

17. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum

sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kabupaten untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat 2 (dua) Hari setelah

masa Kampanye berakhir.
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BAB III
PELANORAT DAI{A KAIPAITYT

B. PELIIFORAIT DAIIA KATPAITY'D

1. Pasangan Calon wajib menJrusun dan menyampaikan Laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a.LADK;

b.LPSDK;

c.LPPDK.

A. PEITCATATAIT DAITA KAMPAIIYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungiawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan

Calon.

3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalan pembukuan

penerimaan Laporan Dana Kampanye.

6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam

pembukuan khusus Dana Kampanye.

7. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terpisah dari
pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

8. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan.

9, Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dimulai seja} penetapan

Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye beralhir.
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Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua)

orang sebagai Petugas Penghubung.

Penunjukan Petugas Penguhubung wajib disertai dengan surat tugas dari

Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten. Paling lambat

pada saat penyampaian LADK.

c. LITFoRAN AtrrAL DA.![A KA}IPANYE (LADKI

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

c. Saldo awal atau saldo pembukaan;

d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah

dilakukan sebelum penyampaian I,ADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang

diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon atau
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;

g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

2. Pembukuan LA,DK dimulai sejak penetapan pasangan calon dan ditutup 1

(satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

3' Pasangan calon menyampaikan lj,DK kepada Kpu Kabupaten 1 (satu) hari
sebelum masa Kampanye,pding lambat pukul 18.0O waktu setempat.

4. Format LADK tercantum dalam L,ampiran II yang merupalan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

5. LADK dapat disampaikan oleh Pasangan calon atau petugas penghubung;

6. KPU Kabupaten menerima LADK dari pasangan calon atau petugas

Penghubung.

7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap :

a. Cakupan informasi;

b. Format LADK.

8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani
bersama dengan Pasangaa Calon atau petugas penghubung.

9. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan I,ADK dalam berita acara.
1o' Dalam hal cakupan informasi dan/atau format L.ADK tidak rengkap, KpU

Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.

2

3
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11. KPU Kabupaten mengumumkan I,ADK paling lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU

Kabupaten.

D LAFORAIT PEITERIUAAIT ST'TBAITGAT DAITA IIATPAIYY-E

1. LPSDK adalah pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima

pasangan calon setelah pembukuan LADK.

2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum disampaikan kepada KPU Kabupaten.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten sesuai

dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

paling lambat pukul 18.0O waktu setempat.

4. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

6. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas

penghubung.

7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:

a. Cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.

11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU

Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/ atau laman KPU

Kabupaten.

E. LIIPORAI{ PEITERIUAAtr DAIT PEI{GELUARAIT DAI|A I(A,DIPAIIYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan
Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
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2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling

lambat I (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul

18.00 waktu setempat.

4. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran lI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

5. LPPDK dapat disampaikan oleh pasangan calon atau petugas penghubung.

6. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas

penghubung.

7. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.

8. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

9. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana

tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

10. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling

lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.
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BAB IV

ATIDIT LIIPORAIT I'AITA KAUPAITTE

A. BEI|TI'K PERIKATAIT DAN TUJI'AI{ AI'DIT

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pilbup adalah

audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurams.

2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

3. Keluaran audit kepatuhan berupa Opini patuh atau terdapat

ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.

4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana

Kampanye dengan peraturan pemndang-undangan yang mengatur tentang

Dana Kampanye.

SELEKSI XANI1oR AIIIIITTAIT PI'BLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan

Dana Kampanye.

2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk
melakukan audit la.poran Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di
daerah yang bersangkutan.

5. KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye pasangan Calon di
daerah lainnya.

C. PERIKATANAUDIT

B

1 AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari
KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.

AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis sebagai
berikut:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan
Pasangan calon dan Partai politik atau Gabungan partai politik dan
Pasangan Calon Perseorangan;

2
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b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah

mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi

Akuntan Publik.

4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan

atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh

KPU Kabupaten.

5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP

ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D, PELITI(SAITAAN AUDIT LIIPORAI| DAI{A K.AJtrPAITYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan

semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verilikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PETTYAIIPAIAI{ DAIT PEI{GI,UI,UAil HASIL AUDIT LIIPIoRAN DAITA

KA.UPAITYE

l. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15

(lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KpU

Kabupaten.

2. Hasil peke{aan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan
pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada
Pasangan calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit
dari KAP.
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4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling

lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

5. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

diterimanya hasil audit oleh KPU Kabupaten.
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BAB V

LARNGAI| DAI{ SAI{XSI

A. I"ARAI{GAI|

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing

dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usa-ha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha

milik desa atau sebutan lain.

2. Partzt Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan :

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sesuai

tingkatannya,paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa

kampanye berakhir.

3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai

auditor:

a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang

atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan

Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan

Calon perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Ihbupaten/Kota, pejabat

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KlP Aceh, dan

Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/Kota; dan
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e pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP,

kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal

dalam hubungan kerja sehari-hari.

B sArxsl
l. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A
angka 17, dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

2. Partd Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud rlalam Bab II huruf A angka

22, dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai

sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten

sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab

III huruf E an$a 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan

Calon.

5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak
memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KFIP yang bersangkutan dibatalkan
pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifrkasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran
jasa.

7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelalsanaan
audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan partai politik yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud datam Bab v huruf A angka L dan 2, dikenai sanksi
berupa pembatalan Pasangan Ca1on yang diusulkan.

9. Pasangan calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Bab v huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa
pembatalan sebogai Pasangan Calon.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:
a. KPU Kabupaten melakukan klarifrkasi kepada pasangan calon dan partai

Politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon
atau Pasangan Calon perseorangan;
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b. hasil klarifftasi diputuskan dalam rapat pleno.

11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.
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BAB VI

PEIX)UAIT TEIIIUS

1. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Dana

Kampanye dengan berpodaman pada Peraturan KPU.

2. WU Kabupaten menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye

peserta Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan pedoman

teknis yang ditetapkan oleh KPU.

3. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan

berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan

jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye,

mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. bagr Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwa-l penyampaian LADK

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai

tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, maka

pembukaan RKDK dan pembukuan L,ADK dimulai sejak tanegal penetapan

Pasangan Calon yang bersangkutan; dan

b. bagr Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan tapi

ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan maka pembukuan Laporan

Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan

ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana

Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang

beq'alan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan,

program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

4. Pasangan Calon wajib:

a. membuka RKDK pada bank umum paling lambat I (satu) hari setelah

ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten;

b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan

c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan
KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan.
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5. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka RKDK pada bank umum sebelum

dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon, Pasangan Calon

dapat menggunakan RKDK tersebut.

6. Dalam hal penetapan Pasangan Calon telah melewati jadwal penyampaian

LPSDK, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam

peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK

setelah menyampaikan I,ADK sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.

7. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon adalah

sebagai berikut:

a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan

Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu

penyampaian LADK;

b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan

pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian

LPSDK; dan

c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan

Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

8. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penyampaian LADK dan LPSDK dengan

keputusan KPU Kabupaten pada saat penetapan Pasangan Calon.
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BAB VII
XEf EIf TI'AIT I.AII{-I"AIIT

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.

2. Pelayanan terdiri atas konsultasi :

a. telepon;

b. surat elektronik (email); dan

c. tatap muka.

3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu

oleh asosiasi akuntan;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/ buku kendali yang memuat informasi nama,

alamat nomor telepon, materi konsultasi, peqielasan petugas KPU

Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat emaill(PU Kabupaten; dan

4. Pihak lain yang melaksanalan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan

Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye

untuk mendukung Pasangan Calon.

6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan kampanye dalam pembukuan

penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon;

7. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses

oleh:

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan/atau
d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

8. Permohonan akses informasi data la.poran Dana Kampanye disampaikan
secara tertulis kepada KPU Kabupaten.

9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta
mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



lo,Peransertamasyarakatdilakukandatambentukmelaporkanindikasi
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

11'I,aporanyangdisampaikankepadaKPUKabupatendapatdigunakanolehKAP

sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye'

l2.Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan calon

dalam pemungutan dan penghitungan suara.
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BABVIII
ITEf,ENTI'AIT PEITUII'P

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA,

MOHAMAD KHAMDUN

Trd,

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Bagran Hukum

DIN
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMoR : 7 7 I PL.o2.5-Kpt/33 16/KPU-Kab I x / 2O2O
TENTANG
PERUBA}IAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 62/pL.O2.5-
Kpt/3sr6/KPU-Kab/ul2O2O TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILI}IAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BI,ORA TAHUN 2O2O

A. JEITIS FIORTI'LIR L/ISORAT AwlIL DATA KAfPAffiT PESERTA PEXILIHAT
EI'PATI DA.f, WAI(IL BT'PATI BIORA TAHI'IT 2OiIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8"

9.
10.

Formulir Model : taporan Awal Darla lhmpanye;
LADKl-PASI.ON
Formulk Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
L qDK2- PASI,oN
Formulir Model : L,aporan Alrtivitas Penerimaan dan pengeluaran Dala
IADK3- PASLON lGmpanye;
Formulir Model : Daftar persediaan Barang Dana Kampanye;
LADK4- PASI,ON
Fonnulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal
I,ADKS- PASLON Dana Kampanye
Surat Femyataan Fenyumbang Pasangan Calon;
Surat Fernyataan Fenyumbang Partai Folitik;
Surat Pernyataan Fenyumbang piha-k Lain pers€orangan;

Surat Pemyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. JTI|IS TIORUT'LIR LEFONEX PEITERIUAAT SI'UBAITGAf, DArA I(ATPAIYYE
PESERTA PETILIHAIT BI'PATI DAII WAI(IL BI'PATI BLORA T/IHIJtr 2O2O

1. Formulir Model
LPSDK1 - PASION

2. Formulir Model
LPSDK2 . PASI'N

3. Forrnulir Model
LPSDK3 - PASI.ON

laporan Penerimaan Sumbangan Dana Ikmpanye
Kepa.da Pasangan Calon;
Daftar Fenerimaan Sumbangan Dana IGmpanye;

Surat Pemyataan Tanggung Jawab atas Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

4. Surat Pemyataan Penyumbarg Pasangan Calon;
5. Surat Pemyataan Penyumbang partai politik;
6. Surat Pemyataan Penyumbang pihak Lain perseorangan;
7. Surat Pemyataan Penyumbang pihak L"ain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang pihak Lain Badan Hukum Swasta.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



C. JETIS r]ORTI'LIR LAPIORAIT PEITERITAAIT DAI$ PEI$GELUARAIS DAITA

I(AUPAI{Y-E PDSERTA PEUILIHAIS BT'PATI DAI{ WAIIIL BI'PATI BLORA
TAIIIN 2O2O

1. Formulir Model LPPDKI-
PAST,ON

2. Formulir Model LPPDK2-
PASION

3. Formulir Model LPPDK3-
PASI.ON

4. Formulir Model LPPDK4-
PASI.ON

5. Formulir Model LPPDKS-
PASLON

Asersi atas Laporan Dana lGmpanye;

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye;

Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

KETUA KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN BLORA"

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
7. Surat Pernyataan knyumbang Partai Politik;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
1O. Surat Fernyataan Fenyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMILIHAN UMUM
BLORA

Bagran Hukum
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MODEL LIU)KI.PASLOII

IIX}O PASAITGAIT
CAI'N

PETILIHIII$ GIIBERI$UR DAJ TAEIL G['BBRM'R/B['PATI DAIS YANIL
BUPAII/WALIKOTA DAIT WAtrIL WALR(OTA
PROVTTST/ rABrrPArElr/ r0TA 

-1

PASAITGAIT CALOIY 2

L/IPORAIT AWAL DAITA KATPAIIYE
Periode______-:r/d 3

Tenggd Penbulagn f,6|6nlng
Ifama Bank
Ifomor Rctentng
Saldo Awal Pembukmn
Ifomor IIPWP

4

.5

6

7

dan a

ITOUOR9 I'RAIATIO
BEITTI'K DAITA ITAUPAITYE

UAI|G lRPl11 BARAIIG {Rplt, JAS.I lnPlts

A.1 Peaerlmeen Sumbaagan

1 Pasangan Calon la

o Fartai Politik atau Gabungan
Partai Politil<ls

3. Sumbangan Pihak Lain
Perseorangan16

4. Sumbangan
KelompoklT

Pihak L,ain

5. Sumbanga.n Pihak Lain Badan
Hukum Swastals

JI'ULAE PEITERIUAAIY
SIIMBAITGAITT9

L2 Penerlnaaa Lei[-Leta
I Bunga Bank2o

2. Fenerimaan Barang
Pembelian2l

Hasil

3. Barang Diterima Dimuka22

JI'UI"AII PETTERIUAAIT

LAIIT.LIIIIT23

I1O,rAL PEIYERIUAAII24

B. Pengehnraa
1 Pertemuan Terbatas2s

2. Pertemuan Tatap Muka2o

3. Fembuatan/Produksi Iklan di
Mer{ia Massa Cetak dan Media
Massa Elelrtronikzz
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ITOIIOR9 T'RAIAIIIO
BIITTIII( DIIITA I(AUPAIITE

UAI|G (RPlrt BARAXG (Rpltz rIAaA (Rplrs

4. Fembuatan
dan/atau
Kampanye2s

Bahan/Design
Alat Peraga

5. Penyebaran Bahan Kampa.r5re

Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga

Kampanye8
6. Kegratan Lain yang Tidak

Melanggar Larangan
Kampanye dan Peraturan
Ferundang Undanga.nso

7 Pengelueran lain-leln
a. Administrasi Bankel

b. PembelianKendaraan32

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang s+

e Pengeluaran lain3s

T'OTAL PEtrTGELUARAN36

c. UtaDg

1 Sisa Utangoz

D. Saldo

I(as di Rekening Khusus38

2 Kas di Bendaharaes

3. Barang4

4 Utang Pembelian Barang+r

c,Ar0il GITBERXTTR/ Bt PATr/vALIrOrA.2
ttd.

-Ifame Lenglep-

CAI,OII IIAf,IL GITAFTRIIITR/YAIIL BITPATI/WAI{IL

WALIK TA4S

ttd.
-llanatcoglap-

Keterangln:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi nama Provinsi/Ihbupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calo,n yang melaporkan Dana Kampanye.

c. Pembelian Peralatanss

1.
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3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan calon

yaitu dimulai sejakPenetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlPAceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan I (satu) hari sebelum penyerahan

LADK.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Ktrusus Dana IGmpa.nye

di BankUmum.

5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan calon.

7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon'

9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan penggluaran dana kampanye.

1O. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan calon.

1 1. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Fasangan Calon.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan

calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon

yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon

berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon

pada LADK 2.

15. Diisi dengan jumlah sumhngan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Pottik yang mengusung

Fasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Folitik atau Gabungan Partai Folitik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik pada LADK 2.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pitrak Iain Perseorangan. Nilai sumbangan
perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.

17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok Nilai sumbangan Kelompok

berupa uang/baranglJasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LADK 2.

18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima datam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.

19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang dan jasa pada periode LADK

20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pa.da Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

21. Diisi dengan jumlah barangyang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga. pasar.
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22. Diisi dengarr jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang tetrah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.

24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Fenerimaan Sumbangan dan jumlah
Fenerimaan lain-lain dalam b€ntuk uang, barang, dan jasa.

25- Diisi dengan jumlah keseluruhan lrngeluaran yang terkait d€ngan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto @pg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan yrngeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

26. Diisi dengan juml,ah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto @pg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lairl terkait dengan aldivitas pertemuan tatap muka.

27. Diisi denggn jumlah keseluruhan p€ngeluaran yang terkait dengal biaya
pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

2a. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengal biaya jasa
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Ksnpanye.

29. Diisi dengan jurdah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan lempanye dan/atau alat
peraga kampanye yang dieebarkan yang telah dikonverei ke dalam rupiah eesuai
dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jun ah pengeluaral yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Xampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan oleh raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaaa, hari ulang tahun), dan
Kampanye melalui media sosial.

31. Diisi dengan jur ah p€ngeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK

32. Diisi dengan jurnlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan-

33. Diisi d€ngan jur ah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Bafang yang dilakukan dengaa
metode utang.

35. Diisi denganjumlah lnngeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

36. Difui dengan total pengeluaran uang, baran& dan jasa-

37. Diisi dengarr jurnlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

38. Diisi dengan jumlah Baldo uang 5rang ada pada rekening khusus Dana Kampanye
per tanggal Fenutupan periode LIDK.

39. Diisi dengan jurr.lah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khuaus Dana
IGmpanye per tanggal Fenutupan periode I,ADK.

4O. Diisi dengan jurDlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pa.sar.

41. Diisi dengaa jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.

42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
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43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupad atau Wekil
Walikota.
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UODEL L/DII2-PASLOT

IIXX) PAAAITGAII
CALOIf

PtsIILIH/IT GT'BERrI'R I'AX YArIL GI'BERM'R/BI'PATI DAII YArIL
BIT'PATI/YALIBOTA DAII YAf,IL I'ALITOTA
PROVrrSr/ TABITPATEII/ r(}rA _r
PASATGAT C,ALOf, 

-DAI[-2
DATTAR PEITERIUIIIIil SI'UBAITGAIT DAI|A KAUPAITYE

Pertodc___ ,rld 3

ITOUOR4 8T'UBER DAIIA KAUPAI(Y-Ts
BEITTT'I( DAITA KAUPAIIYE

UAIIG (Rpl6 BARAIIG (Rpfz JAAA (Rpla

1 Paraagen Calone
a. Nama

Gubernur/ Bupati /Walikotae"
Calon

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil
Bupati/Wakil Walikotaeb

Junhhro

2. Pertei PoUttL ateu Gabungen Pertei Po[tltrr
a. Nama Partai Politik rra

b. Dst. llb

Jumhhrz

3. Eumbr-gell Pthsl Ialn Plerreoraagrnrs

a. Nama Penyumbang:

Alamat Fenyumbang: r3b

No. Telp Pen5rumbang: .......... 13.

No. Identitas Pen5rumbang: 13d

No. NP\ilP Fen5rumbang: .......... 13'

b. Dst. r3f

Junhhr+

4- Sunbeagall Ptha't' Leln Kslonpoku

a. Nama Kelompok

Alamat Kelompok: l5b

No. Telp Kelompok ....... l5c

No. NP\trP Pimpinan Kelompolc ..........rsd

b. Dst. 1s

Junlah16

5.
Sunbengan Pihsk lain Badaa Hutun SwastarT

a. Nama Badan Hukum Swasta:
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I{OXOR4 AI'XBER DAITA B/IXPAIWEs
BTITTT'K DAITA TATPATYE

UAIIG (Rp)6 BARII{G (Rp]7 JlrSA (Rpl8

Alarnat Badan Hukum Swasta:

No. Telp Badan Hukum Swasta: .........,l7c
No. Identitas Badan Hukum Swasta:

t7d

No. NH /P Badan Hukum Swasta:

b. Dst. 17r

JuElehr!

TOTAL PEIIERIXAA,r SI'UBAI GIIf, 19

CALOI| GI'BERIIUR/BT'PATI/VALMOTAM CAI,OII W,AXIL GT'BERTUR/WAXIL BI'PATI/WAIIIL
ttd.

-frD. L.oglrIF
gALItr(YfA'T

tta
-ltrsr LG[gtrF

NctGrargan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi nama hovinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasargan Ca.lon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon 5ra-ng metraporkan Dana lGmpanye.

3. Diisi dengan Feriode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
yaitu dimulai eejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota saEpai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan
LADK.

4. Diiei dengan nomor urut.

5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Dnsi dengan jur ah sumbangar dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengart harga
pasar.

8. Diisi denganjumlah sumbangan datam bentukjasa yang diterima oleh pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Fenerimaan dalam bentuk uang/ barang/ja8a yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasalgan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubemur/Bupati/Walikota.
b. Dtsi dengan nama Calon Wakil cubemur/WFL,l Bupati/Wekil Walikota.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam b€ntuk uang/ barang/jasa yang diterima
dari Fasangan Calon.

tl

L]
tt
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1 l. Fenerimaarr dalam bentuk uang lbEteng/ jas€. yalJ;g sumber danan5ra berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a- Diisi dengan nama Partai Folitik
b. Diisi dengan nama Partqi Potitik lainnya (apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partoi Politik atau Gabungan Partai Folitik

13. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

a. Diisi dengan nama penyumbang.
b. Diisi dengan alamat trrnyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon peny:mbang yang dapat dihubungi (alrtif).
d. Diisi dengan nomor identitss penyumbang.
e. Diisi dengan Nomor Fokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
f. Diisi dengan identitas peqnrmbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila

ada).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan da.l,am bentuk uang/ barang/jasa yang diterima
dari pihak lain peraeorangan.

15. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa 5rang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompnk dan diisi sesuai identitas pen5rumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok pen5mmbang
b. Diisi dengan alamat kelompok p€nyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi

(akti4.
d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
e. Diisi dengan ideotitas penSrmbang pihak lain kelorngnk lainnya (apabila

ada).

16- Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok

17. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas peny-rmbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penlrumbalg.
b. Diisi d€ngan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat

dihubungi (alai0.
d. Diisi dengan nomor identitas penlrumbeng dapat berupa akte pendirian

badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Fokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainn5ra (apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan da.lam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badaa hukum swasta.

19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/berang/jasa yang
bersumber dari Fasangan Calon /Partai Politik dan/atau Gabungan partai
Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.

20. Ditandatangani oleh Calon Gubemur/Bupati/Walikota-

21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
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II)G() PASAITGAIT
CALOIT

PB,UILIHAT GI'BERITUR DAIT WAIIIL OUBERM'R/BI'PATI DAII WAI{IL BI'PATI/WALIIIOTA DAII WAIULWALIKOTA
PROVITST/ XABUPATEII/ K(yrA _ 1

PASATOAT clUOIf DAIT 2

UTRORAIT AIMTVITAS PETERITAAIT DAI| PETGEN,UARAIT DAI|A KAIPAITYE
Pcrlodc-tld 3

MODEL I,/IDK3.PASLOT

Ifo.4
UAITGs

TAN(rcAL6 I'RAIAtr7
ITOMOR

PEIIERIIIAAN(RP)10 PEIIGELUARAIIInP;It SALDOlnPltz
BUKTIs AKIIIY9

1.

Dst.

Ifo. ls

BARAIIGI4

TAITI@ALI5 I'RAIAtrI6 JI'UL.AH17 SATUAI| 18
NOMOR

PEIYERIMAAil(RP|zt PEITGELUARAII(RP)22 SALDO(RPlze
BUKTIl9 AI(I'IY2O

1.

Dst.

Ifo.24
JASA25

TAIYG(}AL26 I'RAIAII27
ITOUOR

PENERIUAANIRp)3o PEIIGELUARAIT(Rpp I SALDO(RPlsz
BIIKTI2s AKI'N29

1.

Dst.
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NO. 33

IrlAlIG34

TAITGICIAL35 I'RAIA.![36
NOUOR

PEtrERIUAAI{(Rpf s PEITGELUAAAfl(RpI40 SALIx)(Rpr l
BUKTI3T AKUN38

I
D.t.

cAtnr GUBERIIUR/BuPATr/ITALIKOTA42 CALOI| WAXIL CUBERITUR/ WAXIL BUPATI/WAXIL

ttd.
-IfaEr LGrrtetF

ITALIKO4A'3

ttd.
-ItrE LGEgL.p

Ketcralgcn:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana lGmpanye.

3. Diisi dengan Feriode Pelaporan Laporan AwaI Dana Kampany€ Pasangran Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Bampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

4. Diisi dengan nomor uruL

5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uan&

6. Diisi dengan tanggal tmnsalci penerimaan dan pengeluaran daLam bentuk uang.

7. Diiei dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaaa dan pengeluaran dalam bentuk uang.

8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaal dan pengeluaran dalam bentuk ualg.

t-
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9. Dii.i d€oaen noao! skun Fn€riflaan dan FngeluaEn dr.lam bcntuk uEng yaitu 1. f .01,

lO. Diilt droga'r juElah pencdmern delaE bcotuk uaflg,

11. Diisi d.ngarjuElah pengeluaran dele& b.ntuk uarr&

12. Dii.i dcngEn jurda]r reldo dals.E hentuk uen8.

13. Dibi d.dusn noEor urut,

14. Diili denSen aldvit€. pencrimasn da,Il FnaEluafin dala.E bcotuk bqrang.

15. D0.i d€ngan tan8gal traisat(si pcnerimaan dan pargclueran dalam bcntuk brang
16. Diisi deigan uraien/kctcrangan altivita! Fncf,ir:oa6n da.rl pcngeluarEn dslam b€ntul b€ran&

17. Dti.i denganjun ah p.ncrimaen dalr FEg.hraEn de.lam bcntuk berarg,

la. Diisi dcnAan setuan (Mi, lusin, pc., kg, rncter, dX) penerir|asn dan pcigeluaran dalam bcntuk baranS.

19. Diili deogan lromor bukti (formabya dapat ditrntulen oleh Paston) pcncdlnea,l d"n pcnaFluaran dslaa bcntuk hara4.

20. Diili dcdgsn nomor akun Fnelime.n dan Fngcluaran delam bcrtuk bamng bcrda8ad€n L'lasihkasi boreng dana kampanye, pcreleten,

FrlcngkapsIr kantor dan kendaraen J,aitu:

1.2.01 Alat F.raga t(a.rrp€nye

r.2.02 S.bbaren (flyd,

f .2.03 S€lcbatan (rly€t,

1,2.04 Bro.ur llcqll€o

1.2.05 PamJtct

1.2.05 PBter

1.2.07 Pataian

f .2.o8 krutup kcDela

1.2.09 Alat mlnuln

1.2-lo lGlendcr

1,2,1I l(artu nEme

l-2,12 Pin
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1.2.13 Alat tuli!
1,2.14 kyunA
1.2.15 Stilar
1.5.0f ftralatan
1.6.01 Flrl€ngkapanhntor

1.7.01 lGnddaar!

21. Dii.i dcngrn jurlllah pcnedmaafl dalaro bcntuk barEdg ysrl8 tclah dikonvcrsi lc dalea rupiah r€suai dcnaan harga pa8at.

22. Diisi dcngan jur ah lEngelusren dalam bcntuk bd€ng yang t€lah dikonversi kc &rs.ql rupiah 8€suai dctEen herga pa8ar.

23. Diisi dcnsan jumfeh Eqldo dalam bcntuk barana yeDg telah dikonvelri kc dakm rupiah lcsuai d.a8aIl hatga pat€t

24, Diiai d€oaan EorDor urut.

25. Diisi dcrlaen aldivit4 pen riaaan d€n Fngelualan dslam bcdtukjar€"

26. Diisi dauEn tanggal trarEaksi pendirlaan den pcasclueEn dalam bcntukjas"

2?. Diisi dcnAa,l uraian/kctEangan aldivits! pcn riDren de, pengelussn dslam bcatukja.a"

28. Diid d.ogan nomor buhi p€n€rimaan dan pctlduer.n delao b€ntukja!8.

29. Dii.i dcr{an nornor akun p€o€rimaan dsn pdrgphrat€n dalam bentukjasa yaitu f.3.Ol.

30, Dii.i dcog.n juqleh pcneriEsrn dalam b.atuk je6e ysla teleh dikonvcrsi kc dalsm rupieh Ecsuai d.drgEn hargB pa8ar.

3f. Diisi drogan juelah pcn€Eluaran dslsm bcntukjase yang tclah dikonversi he dalam rupiah s6uei dcngan herga pa6at.

3r,. Diisi dclgen jumleh ssldo dalam bcntukjese yEnS tclah dikotNcrsi k delam rupiah 6€.uai dcngan hrrga p6!ar.

33. Dlfui dcngan nomor urut.

34. Diili dcraEn t anlakli he.il pclab.lten beiang yarS dilekulrgrr dcngah Eetodc utanE dan p€og.lua.an untuk pcluneaan uteng;

35. Diili dcngsn tang8El tran€sl(gi halil FErbclian bsrary yang dilekulcn dcngsn metodc utang dafl Fngeluaran untuk FlunaBen utsng.

36. Dibi dcnAan uraian/kctcrangan transaksi hasit p€rEbclian b€rErtg yanS dilakukan denAan mctode ut3try den p€ngeluarel untuk p€lunasar! utang

37. Diisi dc[gan nmor bukd transaksi hesil pernbeli.n ba]eng ysrlg dilskukan derl8an Inetode utang dan pcn8cluaren untuk pclurlallan utang.
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38, Dtisi dcD8aa nornor akun transsksi hasil p€hbclian bereng yang dilal(rl(atr alengFn meiode ut€na dan penaeluaran unnrk pelunasan utar8 yaitu
2.2.O-5.

39. Ditli dengan juElah trsnralrsi hesil Fmbelien baraq yang dilakuken d.ogan E€todc utang.

ao. Diisi dclgan jumlah p.ngcluaran untuk pcluna6an utang;

41. Dflsi dcngafl juhlah saldo utang.

42. DitEndetanAdni olch C€Ion Gubcmur 6teu Bupati etau lvalikota-

43. Ditandatargeni olch Cslon Wak Gub.mur atau Wakil Bupati etau lv8ldl Wo.likota.
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MODEL LADK4.PASLON

IIrcO PASArIGAIS
CALOTT

PEUILIITAIT GI'BERITI'R DAIT WAIIIL GI'BERITI'R/BUPATI DAIT WAXIL BUPATI/WALIKOTA DAIT WAIIIL WALIKO|rA*
PROVIIISI/ KABIIPATEN/ KOTA 

--1
PASAITGAIT CALOT DAIT 2

DAFIAR PERSEDIAAIY BARAITG DANA I{AMPAIYTE

Psrlode 
--r.ld--3

Itto4 I'RAIA![5 ITOMOR
AI(UN6

PEITERIMAAITT PTNGELUARAIYs SALDO9

(unltf z" (Rp)'b (ualt1e" (RPf au lunlt; eu (Rp; eu

1 Persediaan Baranglo

a,
Alat Peraga. Kampanye t.2.or

1) Baliho/Billboard

2l Umbul-Umbul

3) Spanduk

4l dan lain-lain

b.
Selebaran (fgefl

L.2.O2

c.
Brosur Uwfletl 1.2.03
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Ito4 T'RAIAIf5 I{O OR
AKI'II6

PENERIMAAI!'7 PEI'IGELUARAITs SALDO9

(unttl z' (RPl7b (unt11 e' lRpl "o (uatt1s" (Rpl 
"o

d. Pamflet t.2.o4

e.
Poster 1.2.05

f. Pakaian t.2.06

l) Jaket

2) Kaos

3) Rompi

4) dan lain-lain

c
Penutup kepala

1.2.O7

h Alat minum 1.2.O8

I Kalender t.2.o9

J
Kartu nama t.2.10

k. Pin t.2.1I

I
Alat tulis t.2.12

m.
Payung 1.2.13
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NO4 URAIAX5 NOMOR
AI('IT6

PEITERIMAAITT PEI{GELUARAI{8

(unltl T' (Rpl 'b (unt11a' (RP) 
"o

(uaft1s' lRp) eb

n.
Stiker t.2.L4

o Peralatan t I

a. ... 1.5.01

b.... 1.5.01

3 Perlengkapan Kantortz

4.... 1.6.01

b. 1.6.01

4 Kendaraanl3

a 1.7.0.1

b.
t.7.o.l

JT'ML.AHT4

SALDO9
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C,AIPil GI'BERITI'R/ BI'PATI/WALIKOTA 15 CALOil WAISL GIIBERIYUR/WAIIIL BIIPATI/WAI{IL

ttd
-Ilana Leagtap-

WALII(YIAI6

ttd
-I[ama LongLep-

fata!|n!a!!

[..poran ini diau8un oleh PaEengan calor

1. Diisi neloa ProvinBi/tkbupat€o/Kote tcmpat Palatrgan cslcl mcEcalonksn diri.

2. Dii.i name Pelanasn Ca.lon yang lr.laporkan Dana lGmpsnye.

3. Ixist denAan Fcriodc Felaporan Laporafl Arral D€ne l(adpenyc Pa.eng6n Calon yeitu dimulai seje* Rnetapsn Pasangen Celon oleh KPU Provinsi/XlP Acctr atau

rPU/KIP lkbupat o/Xots sempai deogen I (satu) hsri ichclura pcqycrehatr LADK

4. Diiai dargan notnor urut.

5. Diisi dcngan uraien p.rscdiarfl b€reng, Feralatan, RrlcnSkapan fia or dsn Kendelasll.

6. Diii denaan nomor akun bcrda.s*an li{aBilikasi b€ra[& Fra]atan, p.dcngkapan kantof, dsn k€trdaraar yaitu:

1.2.01 Alst PcraAe IG.Epany€

r.2.O2 S€lcbaran 0@€4

l,2.OO Bro6v llatl4
1.2.04 kr lct
1.2.05 to ter

1.2,06 Pakaisn
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1.2.07 Penutup kepa.la

1.2.08 Alat minum

1.2.09 Kalender

1.2. 10 Kartu nama

1.2.11 Pin

1.2.L2 Alat tulis

1.2.13 Payung

L.2.t4 Stiker

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapankantor

1.7.01 Kendaraan

7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.

a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.

b. Diisi denpn jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.

a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.

b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Diisi dengan jumlah saldo barang.

a. Diisi dengan jumlah saldo barang.

b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

1O. Diisi denga.n uraian persediaan barang bahan kampanye.
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11. Diisi dengan uraian peralatan yang mempakan barang tidak habis pakai.

12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.

13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.

14. Diisi denga.n jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.

15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.
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MODEL LIIDKS.PASLOil

LOCIO PASANGAN
CALOIT

PF,TILIHAT GI'BERI5I'R DAf, SAXIL GI'BRITI'R/BI'PATI DAIC YATII,
BI'PATI/ITALITOTA DAII ITArIL YALIT TA

PROVrrf 8r/TABITPATET/ KO|[A
PASAITGAN CALOT 

-DAIT-2ST'RAT PERITYATAAT TAITGGI'TG JAWAB
ATAA

I.AFORAIS AYAL DAITA TAIPAIIYE
Periodc ald__8

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alarnat
Nomor Identitas
Jabatan

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota

: Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupa.ti dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota*

Elerkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupa.ti/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemithan) 

- 

periode tanggal sampai

MEI\IYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum dengan Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

- 

Tahun 

- 

dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI 

-4) 

berdasarkan bukti-bukti dan
atau fakta yang sebenarnya

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana lGmpanye Jrang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewqjiban perpajakan yang melekat pada

transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengg.n yang telah

disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungiawabkannya.
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Demikian Surat Fernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

ttd-
-Ifena Lcnstrp

CALOIT GIIBERTUR/BI'PATI/WALIKOTA* CAII)II ITAXIL GI'BERtrI'R/ITAIIIL BI'PATI/WNII
YALITOtrA*

cap

ttd.
-Ifare Lcnstap-

Keteranqan:
Surat Pernyataan TanggungJawab ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Prorrinsi/IGbupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampa.nye.

3. Diisi dengan Periode Felaporan Iaporan Awal Dana Kampanye Pasanga.n Calon yaitu dimulai
sejak penetapa.n Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana
Kampanye.

*) Pilih salah satu
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LOGO PAAATGAT
C.ALOT

IYama Paraagan Calon

AI'NAT PERITYATAAIT PEIIYIIUBATG
PASAITCAIT C,AI,OI{

DA,rA KATPAXT-E PEIILTEA,r G{'BERITI'R I'I,r WArIL GI'BERM'R/BI'PATI
I'II| wlXIL BIIPATI/WALIEOTA DTIT YAXIL WALIKOTA

NOIOR:

Pada hari 

- 

tanggal

Nama
Nomor NF\I/P
Jurnlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yarg bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dda:n keadaan menunggak pajak;
2. IGmi tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pa.ilit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

ps'nikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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IIrcO PAAATGAI
CAIOII

SI'RAT PERTYATAATT PEITN'IBAITG
PARTAI FOLITIK

DAITA XAUPAITTE PETILIHAIS GI'BERIIUR DAIT WAXIL GT'BERITI'R/BT'PATI
DA,I TTAXIL BI'PATI/WAI,I XOTA DAIT WAIIIL WALI NOlrA

ItotrfioR :

Pada hari 

- 

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nerna Partai Politik
Alamat Partai Politik
Nomor Akta Pendirian Partai Politik
NPWP
Nama Pimpinan Partai Politik
Alamat Pimpinan Partai Pottik
Nomor Telepon/Telepon Genggam
Pimpinan Partai Politik (afdil)
Junrlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kani tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tinda-k pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Narna kngkaP-

l{ana Posargar Calotr
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LOGO PAAAITGAT
CAII)I|

l{ama Pasargau Calon

AI'RAT PERITYATAAIT PEITYT'TANTG
PIHAT LAIIT PERSEORAITGA.IT

DAITA XATPAffi-E PF,IILIHA,II GI'BERITI'R DAIT WAXIL GI'BERITI'R/BI'PATI
I'AIT WAXXL BI'PATI/WALITOTA DAIT WArIL WALITOTA

rOTOR

Pada hari 

- 

tanggal

Nama
Tempat/ tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/ telepon
genggam (aktil)
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumtrah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Karni tidat dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapat
digu nakan sebagaimana mestinya.

ttd. Peny'umbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASAITOAII
c,Arox

Nana Pasargar Calo!

SI'NAT PERIIYAIIAAIT PETTTI'UBAITG
PIHAT LAff KEXI'UPIOX

DATA TATPIUTT-E PffiILIEAIT GI'BERITI'R DTIT ITAXIL GI'BERN'R/BI'PATI
DAIT WArIL BI'PATI/WALI X(yTA D/IX WAIIIL WALI IrOTA

NOUOR:

Pada hari _ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat
Keterangan Terdaft ar (SKI)
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon/ Telepon
cenggam (aktifl
Nomor NPWP I(elompok atau
Pimpinan Kelompok
Narna Pimpinan IGlompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak peiak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasat dari tindak pidarn; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, katni 6slampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan
hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terda.ftar (SI(D dari organisasi
masJrarakat yang terdaftar.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapa.t
digunakan seba gFirnana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Narna l-ngkap-
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LOGO PAAAI|GAIT
C.ALOX

l{ama PaaaDgaE Calon

ST'RAT PERTTYATAT.I PEITYT'UBAXG
PIIIAI( LAIIY BAI'AIT III'KI'T AWAATA

DAITA I(ATPAIYY:E PETILIHAIT GI'BERMIR DAIT WAIIIL CI'BERITI'R/EI'PATI DA'r
WAXIL BI'PATI/WALIKOTA DIIT WAITIL WALIITO'TA

ouoR:

Pada hari 

- 

tanggal yang bertanda teflgan di bawah ini :

Narna badan hukum swasta
Alamat badan hukum swasta

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusarl

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerinahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapat
digunakan sebaga.imana mestinya.

Penyumbang,

ttd.

(Nama Icngkap)

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta
Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon
Gengam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktil)
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Sahart
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :
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UODEL LPSDKI-PASLO.II

II)CIO PASAIIGAII
CALOIT

PTUILIHAI5 GI'BERrI'R DAII WANIL GTIEERM'R/BMATI DAIT WArIL
BUPATI/WALITOTA DAII WArIL ITALITOTA
PRflTUTSI/ XABITPATET/ x(yrA _1
PASATGAil C,ALOIT 2

I.AFORAIT PBTERIMAAT SI'UBAIIGAIT DAITA TAUPAIWI
perlode___eld 3

tngg3l Feobuhel f,3!3nlng
Ilama Bant
Ifooor RcLerntltrg
Ifouor lfPW?

ttd.
-Iferns l,cngtep

4

5

6

dea 7

CALOil GI'BTRITUR/BI'PATI/WALIKOIAI9 CALOT WAITIL GI'BERIYI'R/ITANIL BI'PATI/WAIIIL

YALIK(,TA2O

ttd-
-tane Longtep

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh hsangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan kriode klaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan
pembukuan L,ADK sampai dengan I (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK
kepada KPU kovinsi /KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye
di Bank Umum.

ITOMORs I'RAIAIT9
BEITTT'K DAITA KAUPAIIYE

UAIIG (Rp;to BARAI|G (RPftt JASA (RPltz

A. Penerlnasn Sumbengan
1 Pasangan Calon 13

2. Partai Politik atau Gabungan
Partai Politikla

3. Sumbangan Pihak
Ferseorangants

Lain

4. Sumbangan
KelomPokto

Pihak Lain

5. Sumbangan Pihak Lain Badan
Hukum SwastalT

JI'UI.AII PETERIUAAI|
SI'UBAITGAIYIT
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5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Ktrusus Dana I(ampanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Ktrusus Dana l(ampanye Pasangan Calon.

7. Diisi dengan Nomor Pokok lVajib Pajak (NPWPI Pasangan Calon.

8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.

9. Diisi dengan uraian penerinaan Pasangan Calon.

10. Diisi dengan jumlah uangyang diterima oleh Pasangan Calon.

11. Diisi dengan jumtah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pa.sangan calon
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon
pada LPSDK 2.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Ferseorangan berupa. uang/baranglJa*' sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok p.da LPSDK 2.

17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/ jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak l,ain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berup. uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.

18. Diisi denp.n jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang danjasa pada periode LPSDK.

19. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupa.ti atau Walikota.

20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.
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UODEL I,PSDK2.PASLOT

II'GO PASAIIGAII
CAII)If

PF.IILIEAII GI'BERrI'R DAIT YArIL GI'BERN'R/BI'PATI DAI! YArIL
BI'PATI/YALITOTA DAT YAf,IL WALIBOTA
PROrTrrgI/ KABTTPATET / KOIA _r
PAS/UTGAIT CALOIT c

DATTAR PETERIUAAT SI'IBAf,GAT DATA KAUPATYE
Pcrlodc---eld 3

ITOUOR4 SIIUBER DAITA KA.UPAIYYEs
BEITTT'K DATA KAUPAIYYT

UAIIG lRpf6 BARANG (Rpf? JASA (RPla

1. Paeangpn Calone

a. Nama Calon Gubernur/Bupa.ti/Walikotae"
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikotaeb

Jumhhro

2. Pet'taf gollttt etru Qbungnn Pettnl PoU$Lrr

a. Nama Partai Politik tta

b. Ps[. rtb

Junlah12

3. Eunbangan Plhrh Iala Pcnco,raaganr3

a. Nama Penyumbang:

Alamat Fenyumbang .......... l3b

No. Telp Pen5rumbang: l3c

No. Identitas PenSrumbang 13d

No. NPIilP Fenyumbang l3e

b. Dst. 13f

Junhhr.

4. Sumbeagnn PthrL Laln Kclonpolrc

a. Nama Kelompok: l5a

Alamat Kelompok

No. Telp Kelompok

No. NP\MP Pimpinan Kelompok

b. Dst. 1*

Jurulh16

5. Sunbangan Plhrk Laln Badra Hutun Swastal?

a. Nama Badan Hukum Swasta:
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NOUOR4 SUDIBER DAITA KAUPAITTs
BEIITUT DAJTA TATPAITYE

UAIG (Rpf6 BARAIIG lRpf? JASA (RPls

Alamat Badan Hukum Swasta:

No. Telp Badan Hukum Swasta:

No. Identitas Badan Hukum Swasta:
17d

No. NP\MP Badan Hukum Swasta:

b. Dst. r7f

Jumlehlt

TO'TAL PEIIERIUAAII SI'TBAtrGAf, T9

CAL(X G{'BERITUR/BI'PATI/ITALIK(YIAM C,ALOT WAITIL GI'BERITI'R/WAXIL BIIPATI/WAISL

ttd.
-fane L6nclrp-

YALIK(}TAz1

ttd.
-I[ana tongtap

Ketcrangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi nama Pnovinsi/Kabupaten/Kota tempt Fasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Fasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Feriode Rlaporan Laporan Fenerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK
kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Diisi dengan nomor urut.

5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jurnlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalarn bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalarn bentukjasa yang diterima oleh Pasangan

Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Fenerimaan dalam bentuk uanglbarengljasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Diisi dengan narna Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

1O. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uanglbraryliasa yang diterima
dari Fasangan Calon.

11. Fenerimaan dalam bentuk uanglfuransljasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Fartai Politik atau Gabungan Partai Politik:
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a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Folitik lainnya (apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentukuanglbarang/jasayang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

13. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penlrumbang perseorangan:

a. Diisi dengan nama penJmmbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbangyang dapat dihubungt (aktif).
d. Diisi dengan nomor identitas penSrumbang.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wqjib Pajak penyumbang (apabila ada).
f. Diisi dengan identitas pen5rumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila

ada).

14. Diisidenganjumlahsumbangandalarnbentukuang/Mrang/jae'yangditerima
dari pihak lain perseorangan.

15. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa Srang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok pen5rumbang
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
c. Diisi dengan norror telepon kelorrpok pen5rumbang yang dapa.t dihubungi

(akti$.
d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
e. Diisi dengan identitas penyrmbanC pihak lain kelompok lainnya (apabila

ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas penytrmbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
b. Diisi dengian alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat

dihubungi (aktifl.
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian

badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badan hukum swasta.

19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasayang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/ badan hukum swaste.

2O. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.

21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
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UODEL LPSDK3.PASLOil

LOGO PASAf,GAT
CALOIT

PEUILIIIAT GI'BERrI'R I'AT YAXIL GI'DERIYI'R/BI'PATI DAII WAXIL
BI'PATI/WALIKOTA DAII SArIL ITALITOITA
PROVITSI / TABI'PATEIT / X(yTA 

-I

PASIIITGAJI C.AIOT 

-DAil-2
sI'RAT PTRIIYATAAT TAITGGI'ITG JAWAB

ATAS
LITP'ORAT PEISERITAAIr SI'UBA'rGAI| DAITA XATPAffiE

Perlode s/d--g

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota

: Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana I(ampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota "(nama daerah pemilihan) 

- 

periode

tanssal samoai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. E}ahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

- 

Tahun 

- 

dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah

disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI-a) berdasarkan bukti-bukti dan atau
faktayang sebenamya.

4. Eliahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan sehrruh pengeluaran

dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada

transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah

disajikan dan diungkapkan dalam }aporan ini, bersedia untuk mempertanggungiawabkannya.
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Demikian Surat Pem).ataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALOT GUBERITI'R/BT'PATI/WALIKOTA* CSIOf, VAXIL GI'BERITI'R/VAIIIL

BUPAII/YABIL YALII('TA'

Itd-
-f,rm. LGogtrIF

ttd"
-Ifaae Lclglap-

Kgterisga!:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pro\rinsi/IGbupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Paaalgan Calon yang melaporkan Dana Kamparye.

3. Diisi dengan Periode Felaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Darra Kampanye Pasangan
Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan Lq.DK sampai dengan I (satu)

hari sebelum p€ny€rahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota.

4. Diisi dengan transaksi atau buki yang tidak dapat disajikan dalo- Iaporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye.

r) Pith salah satu

cap
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I'(X' PAAAITGAX
c.Al(rr

I{ana Pa.anga! Calorr

SIINAT PERTYATAAIT PEITTI'IBAIIC
PASAITGAIT CAII'II

DTIYA IIAIPAIIYT PEIILIEAT GI'BERil'R DAII I'AIIIL GUBERITI'R/BUPATI
DA,r WAI{IL BI'PATI/WALIBOTA DAX WArIL WALINOTA

TOUOR:

Pada hari 

- 

tanegal

Nama
Nomor NPWP
Jumlah Sumbangan
AsaI Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit
3. sumber darIa tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

psrnikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapat
digunakan sebagairnana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama lengkap-
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II'GO PAAAXGAT
CAf,OT

l{ama Pasaagan Caloa

SI'RAT PERITYATAAI{ PEIIT.I'UBAITG
PARTAI FOLITIN

DATA I(ATPAICTE PEIILIHAIT (N'BER!II'R DAIT WAXIL GI'BERJITI'R/AI'PATI
DAIT IMXIL BT'PATI/WALI TO'TA DAII WAXIL YAI,I KOTA

t{oMoR:

Pada hari _ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Folitik
Alarnat Partai Politik
Nomor Akta Pendirian Partai Politik
NPWP
Nama Pimpinan Partai Politik
Alamat Pinpinan Partai hlitjk
Nomor Telepon/Telepon Genggam
Pimpinan Partai Politik (akti$
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini men3ra.takan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapt
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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IOGO PASAI|GAI|
c.Aurr

l{aEe Paraagar Calo!

SI'RAT PERITYATAAX PEITIITUBAIIG
PIIIAIT I.AIIT PERAEORAITGAX

DATA TATPAITY-E PEIILIHAIT GI'BERM'R DA.r WAXIL GI'BBN'R/BI'PATI
DIIT WAXIL BI'PATI/WALITOTA D/UT WAtrIL WALII((,TA

NOUOR:

Pada hari _ tanggal

Nama
Tempat/ tangpd lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/ telepon
eenggam (akf$
Nomor Identitas
Nomor NP\tr/P (apabila ada)
Pekerjaart
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Ferolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar daPat
digunalan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap
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L(rtO PASAIGAT
cllLo[

l{aDa PalaagaD CaloD

SI'RAT PERITYATAAIT PEffiI'UBAIIG
PIIIAI( LAIIT KEI,OIPIOK

DAIYA NAUPAITT-E PEXIIJEAIT GT'BERrI'R DAIT WAXIL G{'BERITI'R/BI'PATI
DIIT WAXIL BI'PATI/WTLI EOTA DAII WAIIIL WALI XOtrA

NOEOR:

Pada hari 

- 

tarEgal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon / Telepon
Gengmm (akti4
Nomor NPWP lGlompok atau
Pimpinan Kelompok
Narna Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menunegak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, karni melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan
hak asasi manusia atau salinan surat ket€rangan terdaftar (SKI) dad organisasi
masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebaga.imana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama L€ngkap-
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L(rcO PASAITGAT
CAII'X

Natna Paaangan Calon

AI'RAT PERtrYATATIT PETTYT'TBIIXG
PIIIAT LAIIT BADAT HI'KI'U SWASTA

DAITA IIAIPAXYE PETILIHAT G{'BERXI'R DAIT WArIL GT'BERTUR/BI'PATI DAIT
WAIIIL BI'PATI/ITALITOTA DAIT WAXIL WALIK(}TA

NOUOR:

Pada hari 

- 

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta

Nomor Telepon/Telepon
Gengam Dfueksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktil)
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Pemlehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menungak pa$ak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan alrta perrdirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggara.kan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia'

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta

Penyumbang,

ttd.

(Nal]la Lengkap)
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UODEL LPPDKI-PASII,OT

ASERSI ATAS L/IFORAIT DANA TAIf,PAIYYE

PEf,ILIEAIT GI'BERITI'R DAIT YAXIL GI'BERM'R/BI'PATI DAIT YAIIIL
BI'PATI/YALITOITA DAX YAtrIL YALIT(}fA*

PROVITSI/ TABITPATEL/trO/rA* 

-r
PASAIGAX GAII)II drn 2

Kami, yang bertanda tangan dibaurah ini:

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati / Walikota

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota

Adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan
Wakil Wali Kota--".
Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OLS tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2A tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Pembahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dal Wakil Gubernur, Bupati dan Walcil Bupati, dan/atau Walikota dan Walcil

Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, sebogai berikut:
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l. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami
dan salah satu dari kami membuka Rekening l(husus Dana Kampanye (RKDK)

atas nama karni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum* atau Kami

membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan

Calon Gubernur dsn Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Wal:ikota dan
Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum*

2. Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk
pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi
surat pernyataan dari karni..

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling
lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU

Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada

Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1

(satu) hari setelah masa kampalye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye

berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu

dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sarnpai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian
I.ADK.

7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
a. RI(DK;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. saldo awal atau saldo pembukaan;
d. sumber perolehan saldo awa.l atau saldo pembukaan;
e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah

dilalrukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa
dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh
sebeh:m periode pembukuan LADK;

f. penerimasn sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak meLampaui walrtu yang telah ditetapkan
yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.0O

waktu setempat kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya*, yang dileng|<api dengan:
a. formulir Model LADK I-PASLON;
b. formult Model LADK2-PASLON;
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c. fonnulir Model I,ADK3-PASL,ON;
d. formulir Model t ADK4-PASLON; dan
e. forrnulir Model LADKS-PASLON.

9. Kami mematuhi periode pembukuan l,aporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari I (satu) hari setelah periode penutupan
LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU

Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*.
10. Kami menyusutr LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan

sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.

I 1. Karrd mematutri penyerahan LPSDK Udak melampaui waktu yang telah
ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan I(PU tentang
Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KlP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul
18.OO waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
a. formulir Model LPSDKf -PASLON;
b. formulir Model LPSDX2-PASLON; dan
c. formulir Model LPSDK3-PASION.

l2.Kaml mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi/KlP Aceh atau KPUIKIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa
Kampanye berakhir.

13. Kami menJrusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana
Kampanye dalam bentul< uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan
nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan buldi
pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah
masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU
Provinsi/KlP Aceh atau IGU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,
dilempiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
a. formulir Model LPPDK1 -PASLON;
b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
d. formulir Model LPPDK4-PASI,oN;
e. formulir Model LPPDKS-PASI0N;
f. surat pernyataan pen5rumbang Pasangan Calon;
g. surat pemyataan penyumbang Partai Politik;
h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
i. surat pernyataan penSnmbang pihak lain kelompok;
j. surat pernyataan pen5rumbang pihak lain badan hukum swasta;
k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
1. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
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m- bukti-bukti transaksi pengelr-raran.

15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang karrri terima ke dalam Da-ftar Penerimaan Sumbangan.

16. Kami mematuhi jumlah penerimaan suhbangan (mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian
barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)
yang dilaforkan dalam L,ADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah
ini;
a. Rp 75.O00.000,OO (Tujuh R:Iuh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak

lain perseorangan; dan
b. Rp 75O.OOO.OOO.OOO,OO fir:juh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk

peqrumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.

17. Karni membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalarn bentuk uang
yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye.

18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami
menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai

berikut:
a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat

14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan
br:kti setor kepada KPU.

19. Kami menggunalan harga pasar yang wajar untuk meailai barang dan jasa dalam
alrtivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Kani tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yalrg dilarang,
seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan darl penghitungan suara.

2l.Kilni membiayai seh:ruh pengeluaran Ksmparrye menggunakan dana yang
ditempatkan dalam RKDK.

22. Katnl bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan,
dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat walrhr serta memberikan akses
bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
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CALOIT GI'BERI{IIR/BIIPATI/WALIXOTA CALOII WAXIL GI'BERMIR/WAXIL BI'PATI/WAXIL

ttd.
-Ifane leaglep.

WALIKOITA

ttd.
-Ifene le-ctrp-

Keterangan:
*) Pilih salah satu
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MODEX, LPPDNiI.PASLOIT

LOGO PASAITGAIT
c/tll)lt

PTIILIIIAT GI'BERrI'R DAIT YArIL CI'BERITI'N/BI'PATI DAIT WAXIL
BIIPATI/WALII(OTA DAII WArIL WALITOTA
PROVITSI / KABI'PATET / KOTA
PASAf,GAil CALOIT DAI| 2

I"AFORAII PTIIERITAAII DAII PEITGEI,UARAIT DATA XAfPAffiE
pcrtodc___ild 3

llrnggd FGrDbELren Rctcdng
Itana Bank
f,omor f,3lsnlng
Seldo Arrl Ptcnbulrn
llomor IIPW?

4

dl- E

5

7

ITOUORg I'RAIAtrIO
BETTI'K DAI|A KAUPATYE

UAIIG (Rpltt BARATG (RPlr2 JASA (RPfts

A-1 Penerimarn Sumbengan

1 Pasangan Calon la

c Fartai Politik atau Gabungan
Partai Folitikts

3. Sumbangan Pihak Lain
Perseorangan16

4. Sumbangan
Kelompoktz

Pihak Lain

5. Sumbangan Pihak L^ain Badan
Hukum SwastalE

JI'UUTE PEITERIUIIAIT
SI'UBAIIGAIT19

L2 Penerlmaan LatD-Iah
1. Bunga Bank2o

2- Fenerimaan Barang Hasil
Fembelian2l

3. Barang Diterima Dimuka22

JI'[I.AE PEIIERIUAAT
LArr-Llurro

I\OITAL PEITERIUAAIT24

B. Pengeluerea

1 Fertemuan Terbatas2s

2. Fertemuan Tatap Muka26

3. Fembuatan/Produksi Iklan di
Media Massa Cetak dan Media
Massa Elektronik2T

6
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I{OMORg IIRAIAIIIlO
BEITTIII( DAITA KAUPAIYTE

UAilG (Rpltl BARATG lRpl,, JASA 1np;te

4. Fembuatan
dan/atau
I(ampanyea

Bahan/Design
Alat Peraga

5. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum danlatau
pemasangan Alat Peraga
Karr:.panye8

6. Kegiatan l,ain yang Tidak
Melangar Larangan
Kampanye dan Peraturan
Ferundang Undanp.n3o

7 Peagelurran ldn-leln
a. Administrasi Banksl

b. PembelianKendaraan32

c. Pembelian Peralatansg

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang s

e. Pengeluaran Lain3s

TOTAL PEITGELUARAIT3s

c. Utent
1. Sisa Utangsz

D. Saldo

Kas di Rekening Khususse

2. Kas di Bendahara3e

3. Barangn

4. Utang Pembelian Barangal

C,AL(,r GIIBTRMIR/BI'PATI/WALIKOTA42 C,AL()r WAXIL GI'BERM'R/WNTIL BT'PATI/WAXIL

ttd.
-tame tenglap-

WALIK(yrA4s

ttd.
-llaun tengtep

Ketcralgan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

l.
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3. Diisi dengan Feriode Felaporan Laporan Fenerimaan dan Fengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon lraitu dimutrai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh
KPU hovinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir
masa kampanye.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/lrmbuatan Rekening Khusua DarE Kampanye
di Bank Umum.

5, Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Ikmpanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Diisi dengEn jumLah saldo awal pembukaerr Rekening Khusus DaIa lGmpanye.

8. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak (NP! $ Pasangan Calon.

9- Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

1o. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.

I l. Diisi dengan junlah uang yang diterina atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan
Celon yarlg telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar,

13. Diisi dengan juml,a.l. jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke ,lelpm rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan junlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang beraeal dari Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
berupa. ua;rg/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pa.sangan calon
pada LPPDK 3.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bertuk uang/barangfiasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Fasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Folitik atau Gabungan Partai Folitik
berupa usng/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Pa,rtai Politik atau
Gabungsn Partai Politik pada LPPDK 3.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/bsrang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.

17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/berang/jasa
yalg berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbargan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LPPDK 3.

18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badar Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.

19. Diisi dengan jurrlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang darr jasa pada periode LPPDK.

20. Diisi dengan junlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampsnye (RKDK).

21. Diisi dengan jumlah bararg yarlg diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralaEn, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang teLah dikonversi ke dal,am rupiah sesuai dengan harga pasar.
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22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka s€bagai hasil pembelian

barang metode utang oleh Pasangan Calon yarg telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

23. Diisi dengian jumlah dari Penerimaal Lain-lain dalam bentuk uang dan barang.

24. Diisi dengan penjumlahan dari jurrlah Fenerimaan Sumbangan dan jumlah
Fenerimaan lain-lain dalam bentuk uan& barang, dan jasa.

25. Diisi dengan juml,ah keseluruhan pengeluaran 5rang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

hto @pg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-Lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sena gedung/ruangan, cetak
undangan, foto qg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aldivitas pertemuan tatap muka.

27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi ildan Media massa cetak dan media massa elektronik'

28. Diiei dengan jumlah keseluruha! pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga IGmpanye'

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit berang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dal,am rulah eesuai

dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jurnlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-

undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudaSraan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (geral( ja.lan santai, sepeda

santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan
IGmpanye melalui media sosial.

31. Diisi dengan jurda.l- pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian

kendaraan-

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran rlalirn bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Fembelian Barang yang dilakukan dengan
metode utang.

35. Diisi denganjumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

36. Diisi dengan total pengeluaran uang hrang, dan jasa.

37. Diisi dengan junrlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

38. Diiei dengan jumlah saldo uang 5rang ada pa.da rekening khusus Dana Kampanye
per tanggal Fenutupan periode LPPDK.

39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekeaing Khusus Dana
Kampanye per tanssal tbnutupan periode LPFDK

40. DnBi dengan jumlah saldo Barang yalg telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yalrg belum dilunasi.

42. Ditandatanggri oleh Calon Gubernur atau Ehrpati atau Walikota.
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43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.
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MODEL LPPDIB-PASLOT

L(XX) PASAITGAJT

C,AIOIf

PETILIIIAil GIrBFrnfUn DAII WAXIL CTIIBDRIYT R/BITPATI DAI| YAXIL
BT'PATI/WALITOIA DAII WAXIL WALIB(}IA
PROUTST/ XABTTPATET/ KOtA
PASAIIGAII C,ALOil 

-DAIT-2
DAT'TAR PtsTTERIUAAT SI'UBAITGAIT DATA IIATPAI5YE

Perlode--s ld 3

MUOR4 sI'UBER DANA KAUPAIYY-Ts
BEITTT'K DAITA I(AUPAIIYE

UAIIG (RPfo BARANG (Rpf? JASA (Rpls

1. Pasanggn Calone

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotae"
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati I Wakil Walikotasb

Junlahro

2. Partst FoUtiL atau Gebungaa Partet Polltlkrr

a. Nama Partai Folitik tt"

b. Dst. lrb

Junhhrz

3. Sumbaagaa Pthek lala Per:eotanganrg

a. Nama Penyumbang: l3a

Alamat Fenyumbang:

No. Telp Pen5rumbang: l3c

No. Identitas Penyumbang r3d

No. NFWPFenyumbang: 13e

b. Dst. r3f

Junlahra

4. Sumbangan Pthst Ialn KelonpoLls

a. Nama KelomPolc ..........15"

Alamat Kelompok: 15b

No. Telp Kelompok

No. NP\MP Pimpinan Kelompok

b. Dst. 1&

Junlahro

5. Sunbangen Pthek Ialn Badan Hulrum Swastau

a. Nama Badan Hukum Srasta:
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l{ouoR4 SUUBERDAIIA XA PAIfYE5
UAIIG (Rpf JlrSA lRpls

Alamat Badan Hukum Swasta:

No. Telp Badan Hukum Swasta:

No- NPWP Badan Hukum Swasta:

b. DsL l7r

Jumlahra

TOIAL PENERIUAAIT SUIf,BAITCIAITT9

CALOII SAAIL GI'BERITI'R/YAIIIL BT'PATI/WAXIL

ttd.
-fa!a LGoaLrF

KetcraEgrn:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupat€n/Kota t€rnpat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Fasangan Calon 5ralg Ereliaporl€n Dana Kanpanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan darl Pengeluaran Dana
I(ampanye Pasangian Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangal Calon oleh
KPU kovinsi/KlP Aeh atau Kzu/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan alhir
masa kampanye.

4. Diisi dengan nomor urut.

5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampan5re Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah sumbarrgan dalam bentuk uang yalg diterima oleh

Pasangan Calon.

7. Dnsi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon 5rang tel,ah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pqsar.

8. Diisi denganjumlah sumbangan da.lam bentukjasa yang diterima oleh Pasangan

calon yang teliah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Fenerimaar dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kkayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
b- Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/wekil Walikota.

10. Diisi denganjumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.

BEXTT'T DATA XAUPAITYE

BAR,AI(G (RpF

No. ldentitas Badan Hukum Swasta:
l7d

CALOT GT'BERITI'R/BI'PAII/WALIKOTA2O
YALItr('IA?I

ttn
-f,.r! Lcoltrp
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I l. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang,/jasa yarrg sumber dananSra b€rasal dari
keuangart Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a. Diisi dengan nama Partai Folitik
b- Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).

12. Diisi dengan jumLah sumbangan dalam bentuk uang/baraag/jasa yang diterima
dari Partai Politik ats.u Gabungan Partai Politik

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas lrenyumbang perseorangan:

a. Diisi dengan nama penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbarg.
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (akti0.

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbarg.
e. Dtsi dengan Nomor Fokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).

f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain pers€orangan lainnya (apabila

ada).

14. Diisi dengan jumLah sumbangan dalam bentuk ua-ng/ barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perseorangan.

15. Fenerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa 5rang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
b. Diisi dengan alanat kelompok penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penlrrmbang yalg dapat dihubungi

(aktil).
d. Diisi dengan Nomor Fokok Wqiib Pajak pemimpin kelompok
e. Diisi dengan ideatitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila

ada).

16. Dtsi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yallg
diterima dari pihak lain kelompok.

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas p€ny.rmbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penJrumbang'

b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat

dihubungi (af<tifl.

d. Diisi dengan nomor identitas penyrmbang dapat berupa sl(te pendirian
badan hukuE sEasta.

e. Disi dengan Nomor hkok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas bedan hukum swasta lainnya (apebila ada)'

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang

diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerirnaan sumbangan uang/baralg/jasa yang

bersumber dari Fasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungian Partai
Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta'

20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/walikota-

21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/wakil Bupati/Wakil Walikota.
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IIrcO PASANGAIT
C,ALOIT

PEUILIHAIT GI'BERITUR DAIT WAITIL GUBERITI'R/BUPATI DAIT WAIilL BUPATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKSTA
PROVUTSI / KABUPATEIT / KOTA
PASAilGAil CALOIT 2

LIIPIORAIT AI(TWITAE PHTERIIIAAIT DAIT PETCELUARAIT DAITA KAUPAIIt-I
Perlode-rlil 3

MODEL LPPDK4-PASLON

ITO.4

UAIIe's

TANGGAL6 I'RAIAI{7
ITOMOR

PEIIERIMAAII(Rp)10 PEIIGELUARAII(RPf tr BALOOlnPltz
BUKTI8 AKUN9

I
Irst.

Ifo. 13

8ARAI[G14

TANG(}ALI5 I'RAIAII I6 JIIMI"AHlT SATUAIT18
ITOMOR

PEIIERMAAI{(RP)zt PEIIGELUARAN(RP;zz SALIX)(RPlus
BUKTI19 AKI'II20

t.
Det.

Ifo.24

JASA25

TANGGAL26 I'RAIAIT27
ITOMOR

PtIYERIilAAil(RPlso PEilGELUARAN(RPIot SALDO(RPfsz
BUKTI2s AKI'N29

1.

Dst.
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IIIO.33

UTANG34

TANGK}AL35 I'RAIAII36
NOMOR

PEIIERIMAAN{RP)3e PEIYGELUARAIYIRpI4o SALIX)(Rp)+t
BUKTI3T AKTII|3S

1

Dst.

C.AIOIT GUBERITUR/BUPATI/WALIKOTA42 CALOil WAIilL GI'BERNUR/WAI{IL BT'PATI/WAXIL

ttd.
-Ifana Loagtap-

WALIIKYTA43

ttd.
-Ilsna Leagkap-

Keteraagan:

laporsn ini dkusun oleh Palqr8en Calon

1, Dii.i neraa ProviDti/Ibttlf'eten/Kota tem[Et Pa6an8€n C€lon EencaloDkan dii.
2. Diili ltaEa Pesengs[ Cs.lofl yang ircleporl€n Dana tGmpaty€.

3. Difui dcogen Pcriodc Pclaporan l.eporan tn€rimaan dffr Flngclu6r6n Dena lhmpanyc Palan8an Calon yaitu dimulai eqia* Pcnctapan Pa.slr8an

Calon olch XPU kotiast/I0P Aceh atau KPU/KP lGbupaten/Kota sampai d.dgan akltr ma€a kamperye.

4. Diiai dengen noE6 urut.

5. Diisi d.ngen aldivitas Fturimean dan p.ngcluaran datd! bentuk usna.

6. Diiri dengen tstrggB.l tlenlaLsi pcn.rinrern dan pengclua$r delaa bcntuk uang.

7. Dii.i dcngan uraian/lct4anAan aldivita! p€ncrimaen dsn Fctucluaran dal,am b€ntuk uang.

a. Dii.i dcnaar norEor buldi (formauve dspet ditentuLa, olch Paslon) p€neriEaan dan Fng.lueran dalaa b€otuk uang.
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9. Diisi deo8sn no6or akun pctrcri4ea[ dan pcnAelueran d!.taE bentuk ueng yaitu f.1.0f.

f0. Diiri dcagan juelah pcn.riEasn dslsE be[tuk uan&

ff. Diili d.o8anjunlah pengelurtan delem bcntuL rrarl8.

12. Diili dcnganju.E ah saldo alalam b€ntukuan8.

13. Diili d.o8a,r no(lor urut
14. Ditri dcngan aLtivite. Fn€riE an dan Fllgeluaran dsb.6 bcntuk bafang.

f5. Diili d.ngan taDasal tranlal(ci p€dcrimsen dan Fcngcluaratl dalam b€ntuk b6ran8.

16. Diili dcngen uraian/k t ra.r8an ektivitas p€netimeen dan pcngeluaran dalsrn bctrtuk boran&

17. Diisi dcngan juntlah pcacriEasn dsn pcng.hreraa da.le.rtr bcntuk baran8.

18. Diili den8an sstuefl (Mi, lusin, pcs, Iq, rneter, dI) perrerirDaan dan pcngcluaralr dalaio bcotuk ba.!ang.

19. Diisl d.ngen nom@ buktt (fonnatnya dapat dit€ntulen olch Paslon) pcnerimaan dan penaeluaEn dals.e bcntuk borang.

20. Diisi dcngsn nomor skun FncriEaen dan pengeluann dalam bcntuk b€rana Ha8atkan lda6ifikasi bsranS dana tampanlrc, pcralatan,

pcrtcngkaFfl lGntor, dsn l(€rdaff.n yaitu:

1,2.01 AIat FcragB tGlBpanyE

f.2.02 Sclcbaran(J&lerl

1.2.09 S€lebaEn(Jfly€rl

1.2.04 Brogur{led.r[d4

1.2.OS Pamflct

1.2.06 P6ter
1.2.07 Pal(gian

1.2.08 Penutup kcpala

1.2.09 Alat minum

1.2.10 Kalendcr

1.2.1I lGrtu nama

1.2.12 Pin
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1.2.13 Alat tulis

L.2.74 [b),ung

1,2.15 Stiker

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengl€pankantor

1.7.01 Kendaraan

2 1 . Diisi denggn jumtrah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diiei dengan jumLah p€ngeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

23. Diisi dengian jurnlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah scsuai dengan harga pasar.

24. Diisi dcngan nomor urut.

25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentukjasa.

26. Dilsi dengan tanggal transatsi penerimaan dan pengeluaran dalam bentukjasa.

27. Diisi dengan uraian/keterangan aldivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentukjasa.

28. Diiai dengpn nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk ja8a.

29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengehtaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

30. Diigi dcngan jurnlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

3 I . Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi kc dalam rupiah sesuai dengan harga pa.sar.

32. Diisi dengan jurnlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah seouai dengan harga pasar.

33. Diisi dengan nomor urut.

34. Diisi dengan tran8ak8i hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan p€ngeluaran untuk pelunasan utang.

35. Diisi dengan tanggal traneak8i hasil pembclian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran uotuk pelunasan utan8.

36. Diisi dengian uraian/keterangar transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan den8an metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

37. Diisi dengan nomor buliiti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluatan untuk pelunasan utang.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



3a. Diisi delgan noiror akun Eenseksi hesil pcabeliao bar.aq yang dilskukan dduan mctode utang dan Fnaelusrsn untuk pehmasan utang yaitu
2.2.O.5.

39. Diisi dcnspn jumlsh transsl(si ba8il Fmb€lian barang y€ng dilakul(elr defl8an mctodc utana.

,l(). Dti.i dcn8Efl jur ah pcngehraran untuk pclunasan utang.

41. Diisi dcnasn jumlsh saldo utang,

42. Dit&dataruard olch Cslon Guberrrur atan Bupeti atau Wslikot€.

43. Ditendetanaani oleh Calon Wfil Gubcmur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



LOGO PASAITGAIT
CALOI

MODEL LPPDKS.PASLOI{

PEUILIHAIT GI'BERI5I'R DAIT WAXIL GUBERITUR/BUPATI DAIT WAIIIL BUPATI/WALIKOTA DAIT WAIIIL WALIKOIIA*
PROVTTST/ KABITPATEI| / K(yTA _r
PASAITGAT CAL(X DAN 2

DAFTAR PERSEDIAAIT BANAITG DANA I(AMPAITYE

Pcrlodc r,ld 3

ITO4 I'RAIAII5
ITOTIOR
AKI'II6

PEITERI}IAAII7 PEITGELUARAIYs SALDO9

(unltl z' (Rp) 7b (uaft1a" (Rp; au (unlt; e" (Rpl eb

I Persediaan Barangto

a.
Alat Peraga Kampanye L.2.Ol

1) Baliho/Billboard

2l Umbul-Umbul

3) Spanduk

4l dan lain-lain

b.
Selebaran (flyer) t.2.o2

c.
Brosur (leafletl

1.2.O3

d.
Pamflet L.2.O4

e
Poster 1.2.05
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Ito'1 URAIA.![5
I{OUOR
AITI'IT6

PEITERIUAAITT PEI{GELUARAIT8 8ALDO9

(unttl7" (RP) 7b (ualtl e' (RPl 8b (ual11e" (Rpl eo

i. Pal<aian 1.2.06

1) Jaket

2) Kaos

3) Rompi

4) dan lain-lain

e.
Penutup kepala

1.2.O7

h Alat minum 1.2.08

t.
Kalender t.2.o9

j Kartu nama t.2.to

k.
Pin 1.2.tL

I
Alat tulis t.2.12

m Payung t.2.13

n. Stiker 1.2.L4

o Peralatan I I
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NO4 T'RAIAIIS
NOMOR
AKT'IT6

PENERIMAAIIT PEITGELUARAITs sALDO9

(unltlza (RP! zu (unltl e' fipleu (unltf s' (Rpl eb

a. ,.. 1.5.01

b.... 1.5.01

3. Perlengkapan Kantorl2

a. 1.6.01

b. 1.6.01

4. Kendaraanl3

a.
1.7.0.1

b.
1.7.0.1

JI'ULI\H14

CAI,()1I GT'BERIYUR/BUPATT /WALIKOTAI5 CIILOil WAKIL GI'BERNIIR/WAI{IL BI'PATI/WAKIL

ttd
-IYame Lengtsp-

WALIKO|rA16

ttd
-I[sme Lengtap-
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Bctcrarltn!l

laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

t. Diisi nsma kovinsi/Ikbupaten/Kota tempat Pq.sangan Calon mencalonkan diri.

2. Diiei nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diiei dengBn Periode Pelaporan Iaporan Awa.l Dana Kampanye PasanSan Calon yaitu dimulai sejak Penetapsn Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari eebelum penyerahan I,ADK.

4. Diisi dengan nomor urut.

5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Ferlengkapan Kantor dan Kendaraa-n.

6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klaeifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan k€ndaraan yaitu:

1.2.01 Alat Feraga lGmpanye

1.2,02 Selebaran (fget,

1.2.03 Blrcnvr (leaJlel

1.2.04 Pamllet

1.2.05 Poster

1,2.06 Pakaian

1.2.07 Penutup kepala

1.2.08 Alat minum

1.2.09 l(alender

1.2.10 Kartu nama

L,2,IL PiN
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L.2.L2 Alat tuli8

L.2.L3 Payung

L.2.14 Stiker

1.5.01 Feralatan

1.6.01 Ferlengkapankantor

1.7.01 K€ndaraan

7. Diisi dengan jurnlah penerimaan barang.

a. Diisi dengan jumLah unit penerimaan barang.

b. Diisi dengan jumlal penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.

a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran baranS.

b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengar harga pasar,

9. Diisi dengan junlah saldo barang.

a. Diisi dcngan jumlah saldo barang.

b. Diisi dengan jumlah seldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengran harga pasar.

10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

11. Diisi dengan uraian peralatan yang mempakan barang tidak habis pakai.

12, Diisi dengan ureian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.

13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai'

14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
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15. Ditandatanga.ni oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.
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LOGO PASAITGITIT

CALOIT

![ama Pasaagaa Calon

SI'RAT PERITYATAAIS PENT-UUAAITG
PASAITGAIT CALOIV

DANA ITAUPAIYY:E PTTILIHIIN GTIBERITIIR DAIY WAIIIL GI'BERITI'R/BI'PATI
DAIY ITAIIIL BUPATI/WALIITOTA DAIT WAXIL ITATIXOIIA

lfoiloR :

Pada hari tangeal

Nama
Nomor NP\MP
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalarn keadaan menungak pajak;
2. Kami tidak dalnrn keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

[smikien surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benaflrya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Ieng[ap-
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LOGO PAAATGAT
CALOT

I[ama Pasaagatr Celoa

BI'RAT PERITYA:TAAX PEXTII'UBAITG
PARTAI FOLITIK

DAIIA XA PAITT-E PE,IILINAIT G{'BERITI'R I'AIT WArIL OI'BERI|UR/BI'PATI
DAIT WAIIIL BI'PATI/WALT XOlrA DAIT WAtrIL WALI KOEA

t{ofoR:

Pada hari 

- 

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik
Alamat Partai Politik
Nomor Alrta Pendirian Partai Politik
NPWP
Nerna Pimpinan Partai Politik
Alamat Pimpinan Partai Politik
Nomor Telepon/Telepon Genggam
Pimpinan Partai Pottik (aktill
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menya.takan bahwa:
l' Kanri tidak delem keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak daLam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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IIrcO PASAI|GAf,
CALOX

Ilaaa Posaagea Calon

SI,NAT PERITYATAAIT PEITII'TBAITG
PIHAA LAIIT PERSEORAITGAX

DIIITA IIIIIPAITYE PEIILIIIAIT GI'BERITI'R DIIX WAIIIL GI'BERITI'R/BMATI
DIIT WAXIL AI'PATI/WALITOTA DAII WAXIL YALIKC}EA

NOIOR:

Pada hari 

- 

tanggal

Nama
Tempat/ tangal lahir
Umur
Alarlat
Nomor telepon/ telepon
genggam (akdf)
Nomor Identitas
Nomor NP\IIP (apa.bila ada)
Pekedaan
Alarnt Peke{aan
Jumlah Sumbangan
Asal Pemlehan Dana

yang b€rtanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebaga.imana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Icngkap
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II)GOPAAATGAT
caror

llaEa PasaDgar Calot!

SI'NAT PENffATAAII PEITT-I'IBAITG
PIHAI( LIUIT IIEI,()UPIOK

D,ATA XATPAITT-E PP;XILIEAIT GI'BERICUR DAf WT'BIL GI'BERXI'R/BI'PATI
DAr WAtrIL BITPATIITALI rO,T A DAr WAf,IL WALI I((}TA

NOIOR:

Pada hari 

- 

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Kelompok
Alamat IGlompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat
Keterangan Terdaft ar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon / Telepon
Genggam (aktif)
Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok
Nama Pimpinan IGlompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini men5ra.takan bahwa:
1. Kami tidak ddam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, k26i 6slarnpirlcn salinan alda pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintalEn dibidang hukum dan
hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SInl dari organisasi
masyarakat yan g terdaftar.

ps"nikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lrngfuap-
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L(rcO PASAITGAT
clrl,(x

Nama Pasangan Calon

SI'RAT PERIIYATAAN PEIYYTIilBAITG
PIIIAK LIItrT BADAII HI'XUU SITASIA

DAITA KAUPANY:E PEUILIHAIT GI'BE,RIYI'R DAtr If,AXIL GUBERI5UR/BT'PATI DAIT
WAI{IL BI'PAfl/WALIKOTA DAIT WAIUL WALIKOTA

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (akti{
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pAiak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumhngan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan lrngesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

PenSrumbang,

ttd.

(Nama Iengkap)

IIOilOR : 

-

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta
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